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BAB III 

SETTING PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 

1. Kota Madiun 

Kota Madiun merupakan hasil pemekaran kabupaten Madiun yang 

secara kewilayahan sangat luas dan ada perbedaan penduduk antara 

masyarakat kota dan pedesaan. Kota Madiun sekarang merupakan salah 

satu kecamatan di wilayah dati kabupaten Madiun dengan ciri-ciri khas 

masyarakat kota, dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang 

dicirikan dengan suasana pedesaan baik alamnya Sosial budaya 

masyarakatnya. 

2. Kondisi geografis Kota Madiun 

Gambar 3.1 Peta Kota Madiun 

 

 

Sumber: Google Maps 
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Kota Madiun merupakan salah satu wilayah pemerintahan Provinsi 

Jawa Timur bagian barat yang mempunyai letak strategis. Kota Madiun 

menjadi perlintasan transportasi darat utama antar Provinsi di pulau Jawa, 

diantaranya dilewati jalur Surabaya – Madiun – Solo – Jakarta, Surabaya – 

Madiun – Solo – Bandung. Kota Madiun juga merupakan kota transit yang 

cukup strategis karena menjadi pilihan jalur yang mudah dilalui oleh 

transportasi bus maupun kereta api serta mendukung daerah hinterland yang 

mempunyai potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.1 

Tabel 3.1 

Batas-batas Wilayah Kota Madiun 

Batas Keterangan 

Sebelah Utara Kec. Madiun (Kab. Madiun) 

Sebelah Barat Kec. Jiwan (Kab. Madiun) 

Kec. Takeran (Kab. Magetan) 

Sebelah Selatan Kec. Geger (Kab. Madiun) 

Sebelah Timur Kec. Wungu (Kab. Madiun) 

Sumber: Pokja Sanitasi Kota Madiun 

Secara geografis Kota Madiun terletak pada 111°BT-112°BT dan 

7°LS-8°LS dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Madiun di sebelah 

utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Geger, sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Wungu dan sebelah barat berbatasan dengan 

Kecamatan Jiwan. Tinggi daratan Kota Madiun terletak pada 63 meter 

                                                            
1 Pokja Sanitasi Kota Madiun, Buku Putih Sanitasi, Bab 2, 1. 
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hingga 67 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan rata-rata 0% - 

2% atau dapat dikatakan relatif datar. Daratan dengan ketinggian 63 meter 

dari permukaan laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan 

ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. 

Tabel 3.2 

Luas Kecamatan di Kota Madiun 

 

       

 

Sumber: madiunkota.bps.go.id 

Luas wilayah Kota Madiun 33,23 km2 terbagi menjadi 3  

kecamatan,   yaitu Kecamatan  Manguharjo  dengan  luas wilayah 10,04 

km2, Kecamatan Taman 12,46 km2, dan Kecamatan Kartoharjo 10,73 

km2.2 

Tabel 3.3 

Jumlah Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga setiap 

Kecamatan di Kota Madiun 

                                                            
2 BPS Kota Madiun, “Madiun Dalam Angka 2015”, 2 

Kecamatan  Luas KM2 

Manguharjo  10,04 

Taman 12,46 

Kartoharjo 10,73 

Kecamatan  Kelurahan Rukun 

Warga (RW) 

Rukun 

Tetangga (RT) 

Manguharjo  9 88 319 

Taman 9 105 385 
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Sumber: madiunkota.bps.go.id 

Secara administratif Kota Madiun terbagi dalam 3 wilayah  

kecamatan, dan secara kesuluruhan terbagi menjadi 27 kelurahan, 267 

RW, dan 1.013 RT. 

3. Kondisi Demografis 

Kondisi demografis adalah data yang meliputi ukuran, struktur, 

dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk yang berubah 

setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan. Pada 

kondisi ini dapat menjadi pertimbangan demi pertimbangan bagi Partai 

Demokrat untuk membuat susunan-susunan calon pemilih yang 

berpotensi pada Pilkada tahun depan. 

a) Aspek Kependudukan 

Dalam hal ini, banyaknya penduduk yang ada di Kota Madiun 

dapat dilibatkan aspeknya pada partai politik. berbagai aspek 

kependudukan menjadi karena untuk mengetahui berapa jumlahnya di 

setiap Kecamatan. Sehingga data yang didapat oleh Partai Demokrat 

lebih mudah untuk dikelompokkan saat Pemilu. Sedangakan untuk 

jumlah penduduk, Kota Madiun tahun 2014 adalah 174.373 jiwa, 

dengan sebaran 28,17persen penduduk tinggal di Kecamatan 

Manguharjo, Sebesar 43,11persen penduduk tinggal di Kecamatan   

Taman, dan sebesar 28,72persen penduduk tinggal di Kecamatan 

Kartoharjo. Kecamatan Taman adalah wilayah yang paling padat 

Kartoharjo 9 74 309 
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penduduknya, yaitu mencapai 6.033 jiwa per km2. Sementara 2 

kecamatan lainnya, Kecamatan Manguharjo dan Kartoharjo, memiliki 

kepadatan penduduk masing-masing 4.892 orang per  km2 dan 4.668 

orang  per  km2. Secara keseluruhan kepadatan penduduk  Kota  

Madiun  adalah 5.247 orang per km2.3 

b) Aspek Pendidikan  

Angka pendidikan menjadi salah satu indikator majunya suatu 

daerah baik di tingkat desa maupun tingkat kota, sehingga angka 

pertumbuhan dalam dunia pendidikan sedikit banyak memiliki peran 

yang sangat kompleks. 

Pada aspek pendidikan ini turut berpengaruh dalam upaya 

Partai Demokrat dalam menjaring pemilih pemula saat Pemilu, 

pemilih pemula menjadi objek yang tidak bisa ditinggalkan karena 

menjadi calon pemilih yang lumayan banyak jumlahnya. 

c) Aspek Keagamaan 

Menurut agama yang dianut, mayoritas penduduk Kota Madiun 

beragama  Islam  yaitu sebesar 90,36 persen, disusul dengan penduduk  

beragama protestan  sebesar 5,96 persen. Sementara penduduk yang  

beragama Katolik sebesar 3,16 persen, Budha 0,39 persen, dan Hindu 

yang hanya sebesar 0,11 persen. 

Masyarakat di Kota madiun sebagian besar adalah beragama 

Islam dan hampir mendominasi di setiap daerah, hal ini menandakan 

                                                            
3 Ibid, 31 
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bahwa Partai Demokrat dapat mengusung kandidat calon yang 

beragama islam guna merebutkan simpatisan Muslim.  

d) Aspek Sosial budaya 

Tanpa terkucuali adalah aspek sosial budaya, pada aspek ini 

didasarkan pada pola kebiasaan masyarakat dalam menjalankan 

rutinitas dalam hal kebudayaan. Maka calon kandidat yang nantinya 

akan diusung Partai Demokrat harus menggunakan cara ini untuk 

melakukan pendekatan secara Spiritual. Mengenai sosial budaya di 

Kota Madiun terbilang masih mempraktekkan atau melestarikan 

budaya-budaya jawa seperti berikut ini: 

1) Acara peringatan yang dilakukan pada waktu malam 17 agustusan 

yang dipadu dengan acara slametan 17an yang dirangkai dalam 

acara tumpengan, yang memiliki tujuan bersyukur kepada Yang 

Maha Kuasa atas nikmat yang telah diberikan. 

2) Suronan yang dilakukan di masjid atau tempat-tempat leluhur 

terdahulu. Acara suronan dibingkai dengan pentunjukan seni, dan 

pada acara sebelumnya masyarakat melakukan tradisi slametan 

terlebih dahulu. 

3) Slametan tingkepan untuk seorang ibu yang sedang hamil, dimana 

acara ini biasanya diperuntukan pada usia kehamilan 7 bulan, 

yang memiliki tujuan dan makna agar diberikan anak yang baik 

budi pekerti, Sholeh, serta diberikan keturunan yang berbakti pada 

kedua orang tua, berguna bagi bangsa, agama dan negara. 
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4) Meskipun berada di kota, masyarakat Kota Madiun tetap 

melaksanakan tradisi kirim leluhur, tradisi ini dilakukan oleh 

masyarakat  untuk memperingati hari kematian keluarga dan juga 

bisa untuk mengirim doa untuk keluarga yang telah meningal 

dunia, biasanya acara ini diperuntukan ketika masyarakat akan 

memiliki hajatan besar seperti pernikahan, sunatan dll. 

5) Megengan adalah sebuah tradisi untuk mendoakan keluarga yang 

telah meninggal dunia, berbeda dengan kirim leluhur dimana 

megengan dilakukan pada waktu sebelum menginjak bulan puasa 

atau ramadhan. 

6) Untuk tradisi kawinan, masyarakat Kota Madiun melakukan 

seperti di daerah lain dimana calon laki-laki melamar calon 

mempelai perempuan. 

7) Tradisi kirim doa selama 7 hari dilakukan oleh masyarakat Kota 

Madiun ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, serta 

melakukan tradisi 7 harian, 40 harian, 100 harian sampai 1000 

harian. 

8) Berziarah kemakam-makam wali dan makam keluarga, ketika 

sebelum menginjak bulan puasa dan sebelum hari raya Idul Fitri 

biasanya masyarakat Muslim berziarah ke makam untuk nyekar di 

kuburan. 
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Itulah beberapa tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat 

Kota Madiun dari dulu hingga sekarang serta masih dipraktekan setiap 

tahunnya. 

e) Aspek Sosial politik 

Terkait dengan sejarah, orang Madiun mungkin akan 

tersinggung jika disangkut-pautkan dengan Partai Komunis Indonesia 

(PKI) yang pada tahun 1948 pernah menjadi memberontak dan 

pembantaian besar-besaran pengikut PKI tahun 1965.  Hal ini tentu 

saja karena pengaruh jaman Orde Baru yang memojokkan masyarakat 

yang terlibat PKI.  Bukan saja bagi orang yang langsung terlibat, tapi 

juga seluruh keluarga orang yang terlibat ikut getahnya.  Isteri, anak, 

cucu, paman dan sepanjang jalur keluarga yang bisa ditelusuri dari 

pihak terlibat4. Keluarga orang yang terlibat PKI tidak mungkin dapat 

kerjaan di pemerintahan. Karena syaratnya harus melampirkan 

Sampul D bukti ketidak-terlibatan keluarganya dengan PKI. Sepandai 

atau seprestasi apapun seseorang, jika tidak lolos Sampul D jangan 

harap bisa dapat kerjaan di pemerintah. 

Inilah satu-satunya sejarah di Indonesia yang menghubungkan 

partai politik dengan cap moral bagi orang yang terlibat beserta 

keluarganya yang ada di Kota Madiun. Selain cerita sejarah yang 

menggambarkan bagaimana kelamnya masa lalu, perpolitikan di Kota 

                                                            
4 Herry B. Sancoko, Kota Madiun, Jawa Timur dan Potensinya, 

http://m.kompasiana.com/hsancoko/kota-madiun-jawa-timur-dan-

potensinya_551fa74b813311940b9df41e (diakses pada Selasa, 20 Juni 2017 pukul 18:42 

WIB)  
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Madiun saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat 

signifikan. Dalam satu dekada terakhir, Kota Madiun dipimpin oleh 

Walikota yang pada saat itu dijabat oleh Koko Raya, S. H, M. Hum., 

periode 2004-2009. Kepemimpinan Koko Raya dibuktikan dengan 

keberhasilan Kota Madiun meraih beberapa penghargaan yaitu 

Adipura yang sampai saat ini dapat terus diraih dan kemajuan disektor 

ekonomi berupa adanya pusat perbelanjaan yang memadai dan 

merubah gaya hidup masyakat Kota Madiun menjadi konsumeris. 

Periode berganti, kemudian Walikota Madiun dijabat oleh H. 

Bambang Irianto, S. H, M. M, dan terpilih hingga periode berikutnya 

dengan wakilnya H. Sugeng Rismiyanto, S. H, M. Hum. Dengan 

kondisi perpolitikan Kota Madiun yang saat ini sedang dilanda 

masalah dengan adanya kasus korupsi yang menimpa Walikota. Untuk 

meneruskan jalannya birokrasi, Sugeng Rismiyanto sebagai Wakil 

naik jabatan sebagai Walikota Madiun saat ini. 

 

B. Profil Partai Demokrat 

1. Sejarah Partai Demokrat 

Partai    Demokrat    didirikan    atas    inisiatif    saudara Susilo    

Bambang Yudhoyono  yang  terilhami  oleh  kekalahan  terhormat saudara  

Susilo  Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam 

Sidang MPR tahun 2001. Dari  perolehan  suara  dalam pemilihan  

cawapres  dan  hasil  pooling  public  yang menunjukkan popularitas   
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yang   ada   pada   diri   Susilo   Bambang   Yudhoyono (selanjutnya    

disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan  

bagaimana  sosok  SBY  bisa  dibawa menjadi  Pemimpin  Bangsa  dan 

bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi 

Presiden RI untuk  masa  mendatang.  Hasilnya  adalah  beberapa  orang  

diantaranya  saudara Vence Rumangkang  menyatakan  dukungannya  

untuk  mengusung  SBY  ke kursi Presiden,  dan  bahwa  agar  cita-cita  

tersebut  bisa  terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai 

politik.5 

Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang 

diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya 

tehnis administrasi dirampungkan  oleh  Tim yang dipimpin oleh  saudara  

Vence  Rumangkang.  Juga terdapat    diskusi-diskusi tentang perlunya    

berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden,  

antara  lain:  Pada  tanggal  12  Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat 

yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. 

Rapat  tersebut  membentuk  tim  pelaksana  yang mengadakan  

pertemuan secara  marathon  setiap  hari.  Tim  itu  terdiri dari  :  (1).  

Vence  Rumangkang,  (2).  Drs.  A.  Yani  Wahid  (Alm), (3).  Achmad  

Kurnia,  (4).  Adhiyaksa  Dault,  SH,  (5).Baharuddin Tonti, (6). Shirato 

Syafei. Di lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan  diskusi-diskusi 

                                                            
5 Andhika S.G Thobing, Kaderisasi  Dan  Penetapan  Caleg  Partai  Politik (Studi:  DPD 

Partai  Demokrat  Propinsi Sumatera Utara dalam Penetapan Caleg pada Pemilu 2009 

di Sumatera Utara), (Skripsi tidak diterbitkan Universitas Sumatera Utara Medan, 2009), 

24  
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untuk  pendirian  sebuah  partai  bagi kendaraan  politik  SBY  dipimpin  

oleh  Drs.  A.  Yani  Wachid (Almarhum).  Pada  tanggal  19  Agustus  

2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal 

pendirian dari  Partai Demokrat.  Dalam  pertemuan  tersebut,  saudara  

Vence  Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan 

tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY. Selanjutnya  

pada  tanggal 20  Agustus  2001, saudara  Vence  Rumangkang  yang  

dibantu  oleh saudara  Drs.  Sutan  Bhatoegana  berupaya  mengumpulkan  

orang-orang   untuk   merealisasikan   pembentukan   sebuah   partai   

politik.  

Pada akhirnya, terbentuklah  Tim 9 yang beranggotakan 10  

(sepuluh)  orang  yang bertugas  untuk  mematangkan  konsep-konsep   

pendirian   sebuah   partai politik yakni: (1) Vence  Rumangkang;  (2) Dr.  

Ahmad  Mubarok,  MA.;  (3)  Drs. A. Yani Wachid  (almarhum);  (4)  

Prof.  Dr.  Subur  Budhisantoso;  (5)  Prof.  Dr.  Irzan  Tanjung; (6) RMH. 

Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF. Saragih, SH., MH.; (8) Prof. Dardji 

Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T 

Rusli Ramli, MS. Disamping nama-nama tersebut, ada juga beberapa 

orang yang  sekali  atau  dua  kali  ikut  berdiskusi.  Diskusi  Finalisasi  

konsep  partai dipimpin oleh Bapak SBY.6  

Untuk   menjadi   sebuah   Partai   yang   disahkan   oleh   Undang-

Undang Kepartaian  dibutuhkan  minimal  50  (limapuluh)  orang  sebagai  

                                                            
6 Ibid, 25 
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pendirinya,  tetapi  muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, 

tetapi dilengkapi saja menjadi 99  (sembilanpuluh  sembilan)  orang  agar  

ada  sambungan  makna  dengan  SBY sebagai penggagas, yakni SBY 

lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 2001,  bertempat  di  

Gedung  Graha  Pratama  Lantai  XI,  Jakarta  Selatan  dihadapan Notaris  

Aswendi  Kamuli,  SH.,  46  dari  99  orang  menyatakan  bersedia  

menjadi Pendiri   Partai   Demokrat   dan   hadir   menandatangani   Akte   

Pendirian   Partai Demokrat.  53  (lima  puluh  tiga)  orang  selebihnya  

tidak  hadir  tetapi  memberikan surat  kuasa  kepada  saudara  Vence  

Rumangkang.   

Kepengurusanpun  disusun  dan  disepakati  bahwa  Kriteria  Calon  

Ketua  Umum  adalah  Putra  Indonesia  asli, kelahiran  Jawa  dan  

beragama  Islam,  sedangkan  Calon  Sekretaris  Jenderal  adalah dari  luar  

pulau  jawa  dan  beragama  Kristen.  Setelah  diadakan  penelitian,  maka  

saudara  Vence  Rumangkang  meminta  saudara  Prof.  Dr.  Subur  

Budhisantoso sebagai  Pejabat  Ketua  Umum  dan  saudara  Prof.  Dr. 

Irsan  Tandjung  sebagai Pejabat  Sekretaris  Jenderal  sementara  

Bendahara  Umum  dijabat  oleh saudara Vence Rumangkang. Pada  

malam    harinya    pukul    20.30,    saudara    Vence Rumangkang 

melaporkan   segala   sesuatu   mengenai   pembentukan   Partai   kepada   

SBY   di kediaman  beliau  yang  saat  itu  sedang  merayakan  hari  ulang  

tahun  ke  52  selaku  coordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai 

Demokrat. Dalam laporannya, saudara  Vence  melaporkan bahwa  Partai  
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Demokrat  akan  didaftarkan  kepada  Departemen   Kehakiman   dan   

HAM   pada esok   hari   yakni   pada   tanggal   10  September 2001.7  

Pada   tanggal   10   September   2001 jam   10.00   WIB   Partai   

Demokrat didaftarkan   ke   Departemen   Kehakiman   dan   HAM   RI 

oleh saudara Vence Rumangkang, saudara  Prof.  Dr.  Subur  

Budhisantoso,  saudara  Prof.  Dr. Irsan Tandjung, saudara Drs. Sutan 

Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr. Rusli Ramli dan saudara Prof.   Dr. 

RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka SUBDIT  Pendaftaran  

Departemen Kehakiman  dan  HAM. 

Kemudian  pada  tanggal  25 September 2001 terbitlah Surat 

Keputusan Menkeh dan HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang 

pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Dengan Surat  Keputusan  

tersebut  Partai  Demokrat  telah  resmi  menjadi  salah satu  partai  politik 

di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman 

dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 

2001 Tentang Pengesahan Partai  Demokrat  dan  Lambang  Partai  

Demokrat.  Selanjutnya  pada tanggal  17  Oktober  2002 di  Jakarta  

Hilton  Convention  Center  (JHCC),  Partai Demokrat    dideklarasikan    

dan    dilanjutkan    dengan    Rapat    Kerja    Nasional (Rakernas)  

Pertama  pada  tanggal  18-19  Oktober 2002  di  Hotel  Indonesia  yang  

                                                            
7 Ibid, 
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dihadiri  Dewan  Pimpinan  Daerah  (DPD)  dan  Dewan  Pimpinan 

Cabang  (DPC) seluruh Indonesia.8  

Sejalan  dengan  deklarasi  berdirinya  Partai  Demokrat,  sebagai  

perangkat organisasi  dibuatlah  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  

Tangga (AD/ART).  Sebagai  langkah  awal  maka  pada  tahun  2001  

diterbitkan  AD/ART  yang  pertama sebagai  peraturan  sementara  

organisasi.  Pada  tahun.  2003  diadakan  koreksi  dan  revisi sekaligus  

didaftarkan  ke  Departemen  Kehakiman  dan  HAM  RI  sebagai  

Persyaratan  berdirinya  Partai  Demokrat.  Sejak  pendaftaran  tersebut,  

AD/ART Partai  Demokrat  sudah bersifat  tetap  dan  mengikat  hingga  

ada  perubahan  oleh forum Kongres ini.9 

2. Visi Misi Partai Demokrat 

Bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur 

rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan 

yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi 

semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar 

ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang 

damai, demokratis dan sejahtera. 

                                                            
8 Ibid, 26 
9 Ibid, 
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Dengan visi yang telah dirumuskan, partai democrat berkeyakinan 

dan menghendaki dengan misi sebagai berikut:10 

a. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal 

dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan 

Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta 

pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, 

kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana 

telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi 

kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi 

(Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraaan. 

b. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru 

dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional 

sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah 

melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah 

aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan 

penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 

1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga 

memasuki era reformasi. 

c. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban 

Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan 

dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, 

                                                            
10 http://www.demokrat.or.id/visi-misi/ (diakses pada Selasa, 20 Juni 2017 pukul 19:40 

WIB) 
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otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan 

rakyat pada struktur lebaga perwakilan dan permusyawaratan. 

3. Partai Demokrat Kota Madiun 

Partai Demokrat sebagai partai politik mempunyai struktur 

organisasi sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar BAB VI – 

BAB VII11 tentang organisasi, dijelaskan bahwa, dalam rangka 

melaksanakan tugas partai, disusun jenjang kepengurusan sebagai berikut: 

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat DPP Partai yang meliputi 

seluruh Indonesia 

2. Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD Partai yang 

mewakili Propinsi  

3. Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai yang 

mewakili Kota/Kabupaten  

4. Pengurus anak cabang disingkat PAC Partai yang meliputi 

wilayah kecamatan  

5.  Pengurus Ranting Partai yang meliputi wilayah desa / kelurahan  

6. Pengurus Anak Ranting yang meliputi wilayah dusun/ dukuh/ 

rukun warga 

Dewan Perwakilan Cabang Partai Demokrat Kota Madiun 

memiliki andil dalam keberhasilan Partai Demokrat pada kancah 

                                                            
11 AD/ART Partai Demokrat pada Anggaran Dasar BAB VI – BAB VII tentang 

organisasi 
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perpolitikan di Indonesia. Hingga lahirnya AD/ART Partai Demokrat pada 

Anggaran Dasar BAB VI – BAB VII tentang struktur organisasi partai. 

Sehingga nama DPC Partai Demokrat Kota Madiun menjadi bagian dari 

sejarah lahirnya partai dengan kepemimpinan yang berganti-ganti tiap 

periodenya hingga sekarang. 

Tidak berbeda dengan pada umumnya tiap kepemimpinan, pada 

satu periode adalah 5 tahun kepemimpinan baik itu di struktural Dewan 

Perwakilan Pusat, Dewan Perwakilan Daerah maupun sampai Dewan 

Perwakilan Cabang. Dinamika organisasi yang berkembang 

memungkinkan dalam satu periode tidak penuh hingga lima tahun karena 

harus diberhentikan di tengah perjalanan kepemimpinannya. Namun 

apabila konflik organisasi atau dinamika internal organisasi dapat diatur 

dengan baik, maka secara sistem bisa berjalan penuh lima tahun pada satu 

periode masa kepemimpinannya. Bahkan bisa memungkinkan untuk 

menjabat di periode kedua, dengan syarat dapat terpilih kembali dalam 

rapat dalam Musyawarah Cabang. 

Sepak terjang DPC Partai Demokrat Kota sangat luar biasa dalam 

perpolitikan daerah. Selama dua periode terakhir yakni periode 2009-2014 

dan periode 2014-2019 yang masih berjalan hingga saat ini DPC Partai 

Demokrat Kota Madiun dapat mewakilkan para kadernya untuk 

menduduki jabatan sebagai anggota DPRD dengan perolehan kursi 

terbanyak. 
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Tabel 3.4 

Jumlah perolehan kursi Partai Demokrat dalam Pemilu 

Legislatif 2009-2014 Kota Madiun 

Dapil  Kursi  

Kartoharjo 2 kursi 

Taman  3 kursi 

Manguharjo   3 kursi 

  Sumber: kpu-madiunkota.go.id 

Pada keterangan tabel diatas menunjukkan bahwa Partai Demokrat 

memenangkan perolehan 8 kursi yang terdiri atas Dapil 1 Kecamatan 

Kartoharjo mendapat 2 kursi, Dapil 2 Kecamatan Taman sebanyak 3 kursi, 

dan Dapil 3 Kecamatan Manguharjo dengan 3 kursi. 

Memasuki periode berikutnya, secara jumlah kader perwakilan dari 

DPC Partai Demokrat Kota Madiun mengalami penurunan. Yang 

sebelumnya memperoleh 8 kursi, pada periode saat ini hanya 7 kursi. 

Tetapi, dari perolehan 7 kursi tersebut tidak mempengaruhi prestasi para 

kader Demokrat yang masih dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai 

anggota DPRD Kota Madiun. 
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Tabel 3.5 

Jumlah perolehan kursi Partai Demokrat dalam Pemilu 

Legislatif 2014-2019 Kota Madiun 

Dapil  Kursi  

Kartoharjo 2 kursi 

Taman A 2 kursi 

Taman B 1 kursi 

Manguharjo   2 kursi 

  Sumber: kpu-madiunkota.go.id 

Pada tabel ditunjukkan bahwa Partai Demokrat memenangkan 

perolehan 8 kursi yang terdiri atas Dapil 1 Kecamatan Kartoharjo 

mendapat 2 kursi, Dapil 2 Kecamatan Taman A mendapat 2 kursi, Dapil 3 

Kecamatan Taman B dengan 1 kursi, dan Dapil 4 Kecamatan Manguharjo 

sebanyak 2 kursi. 

Perbedaan yang terjadi pada periode ini adalah jumlah Dapil yang 

bertambah dari yang sebelumnya 3 menjadi 4 Dapil. Hal ini dikarenakan 

Kecamatan Taman yang terlalu luas dan padat penduduknya dibandingkan 

dengan 2 Kecamatan lain. Sehingga dengan dipecah, maka pihak 

masyarakat yang terwakili menjadi seimbang dalam memberikan suaranya. 

Dengan adanya pemecahan dapil, maka 30 kursi DPRD Kota Madiun 

terbagi atas 9 kursi Dapil Kecamatan Mangunharjo, 8 kursi Kecamatan 

Kartoharjo, 7 kursi Kecamatan Taman Satu, dan 6 kursi untuk Taman Dua. 
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Adanya pembagian Dapil tersebut tidak membuat suara yang 

diperoleh oleh Partai Demokrat, yang mana tetap menjadi Partai dengan 

perolehan kursi terbanyak di DPRD Kota Madiun. Terkait dengan 

pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran yang dilakukan oleh DPC 

Partai Demokrat Kota Madiun yang sukses melaksanakan sistem dan 

kelembagaan organisasi yang sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat. 

4. Kasus Korupsi Walikota Madiun 

Awal adanya kasus korupsi yang menimpa Walikota Madiun H. 

Bambang Irianto adalah adanya proyek renovasi pasar besar Kota madiun. 

Dalam proyek yang mulai dilaksanakan tahun 2009 tersebut diharapkan 

berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seiring berjalannya waktu, proyek 

pasar besar tersebut dirasa ada yang tidak berjalan sesuai aturan 

dikarenakan adanya hambatan dalam proses pembangunannya mulai dari 

anggaran sampai kepada pihak pemborong proyek. 

Penyelidikan kasus ini semula dilakukan Kejaksaan Negeri 

(Kejari) Madiun pada Februari 2012. Karena alasan normatif dan diduga 

ada kepentingan lain, penyelidikan diambil alih Kejaksaan Tinggi (Kejati) 

Jawa Timur, Juni 2012. Pihak lain yang telah diperiksa yaitu PT Lince 

Romauli Raya (LRR) Jakarta selaku pelaksana proyek; dan pengusaha 

lokal yang ditunjuk sebagai manajer proyek terakhir yang menangani 

PBM dan diberi kuasa PT Lince Romauli Raya. Kajian teknis dari UB 
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Malang menyatakan, ada sejumlah bangunan yang secara kuantitas dan 

kualitas tidak sesuai perencanaan.12 

Walikota non aktif tersebut diduga secara langsung maupun tidak 

langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan 

penyewaan proyek pembangunan pasar. Padahal, dalam waktu yang sama, 

Bambang selaku Walikota ditugaskan untuk mengurus atau 

mengawasinya.13 

Adapun, nilai proyek pembangunan pasar tersebut sebesar Rp 

76,523 miliar. Anggaran pembangunan dialokasikan secara multiyears dari 

tahun 2009-2012. Atas perbuatan tersebut, Bambang disangka melanggar 

Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.14 

Pada sidang perdana kasus korupsi Walikota Madiun itu 

dilaksanakan pada tanggal 11 April 2017 di Pengadilan Tipikor Surabaya. 

Sebelum sidang ditutup, ketua majelis hakim Unggul Warso Murti 

memberikan kesempatan pada terdakwa untuk mengambil sikap atas 

dakwaan tersebut. Sesaat setelah berdiskusi, disepakati bahwa terdakwa 

tidak keberatan dengan dakwaan yang diajukan. Bambang Irianto terjerat 

                                                            
12 Rosmiyati Dewi Kandi, Jalan Panjang Kasus Korupsi Pasar Besar Madiun, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161022171535-12-167225/jalan-panjang-

kasus-korupsi-pasar-besar-madiun/ (diakses pada Kamis tanggal 10 Agustus 2017, Pukul 

04:01 WIB) 
13 Dimas Jarot Bayu, KPK Tahan Wali Kota Madiun Terkait Kasus Korupsi Pasar Besar, 

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/23/15554991/kpk.tahan.wali.kota.madiun.terkai

t.kasus.korupsi.pasar.besar (diakses pada Kamis tanggal 10 agustus 2017, Pukul 03:38 

WIB) 
14 Ibid, 
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kasus korupsi pembangunan pasar besar Madiun tahun 2009-2012. Selain 

korupsi, Bambang juga diduga menerima gratifikasi terkait perkara yang 

sama senilai Rp 50 miliar. Uang itu diterima Bambang dari sejumlah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Madiun dan pengusaha. Tak 

hanya berkaitan dengan proyek Pasar Besar Madiun, uang yang diterima 

Bambang ini juga berkaitan dengan honor pegawai, dan perizinan.15 

Setelah menjadi terdakwa, Bambang Irianto meminta do’a agar 

dirinya dan keluarganya diberikan kekuatan setelah ditetapkan sebagai 

tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi 

pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun anggaran 2009-2012. 

Walikota Madiun non aktif tersebut meminta maaf pada warga Kota 

Madiun jika ada kejadian tersebut. Tak hanya memohon maaf, Bambang 

Irianto juga menyinggung keberhasilannya selama menjabat sebagai wali 

kota Madiun sejak tahun 2009 dengan memberikan kemajuan berupa 

infrastruktur yang lebih memadai dari sebelumnya, tidak lupa beliau juga 

menyampaikan bahwa Kota Madiun yang dulu setiap tahun ada brebes 

suro, sekarang sudah tidak ada lagi. Setelah beliau menjabat sebagai 

Walikota semua menjadi aman dan selamat.16 

                                                            
15 Achmad Faizal, Sidang Perdana, Wali Kota Madiun Didakwa Pasal Korupsi dan 

TPPU, 

http://regional.kompas.com/read/2017/04/11/15370031/sidang.perdana.wali.kota.madiun.

didakwa.pasal.korupsi.dan.tppu (diakses pada Kamis tanggal 10 Agustus 2017, pukul 

04:07 WIB) 
16 Muhlis Al Alawi, Jadi Tersangka KPK, Wali Kota Madiun Minta Maaf kepada Warga, 

http://regional.kompas.com/read/2016/10/20/12014441/jadi.tersangka.kpk.wali.kota.madi

un.minta.maaf.kepada.warga (diakses pada Kamis tanggal 10 Agustus 2017, pukul 04:14 

WIB)  
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Memohon permintaan maaf kepeda seluruh masyarakat Kota 

Madiun kemudian Bambang Irianto (BI) resmi mengundurkan diri dari 

jabatannya melalui surat pribadi yang ditulis, Senin 3 Agustus 2016. Surat 

pengunduran diri orang nomor satu di lingkup Pemkot Madiun itu 

dibacakan dalam sidang paripurna DPRD Kota Madiun, haru Selasa 11 

Agustus 2016 dengan pernyataan yang disampaikan oleh Istono Ketua 

DPRD Kota Madiun: 

"Hari ini paripurna mengagendakan pengumuman pengunduran 

diri Wali Kota Madiun Bambang Irianto selaku Wali Kota Madiun 

masa bakti 2014-2019”17 

 

Istono menuturkan, pengumuman pemberhentian itu berdasarkan 

pasal 79 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah serta surat pengunduran diri dari Bambang Irianto. 

Beliau mengatakan, dengan mundurnya Bambang maka akan diganti 

Wakil Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto. Sedangkan untuk mengisi 

posisi wakil wali kota menunggu partai pengusungnya. 

Ketua DPRD tersebut menambahkan sesuai Undang Undang 

Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 pasal 176,  wali kota berhenti 

karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Sementara 

pengisian wakil wali kota dikakukan mekanisme pemilihan oleh  DPRD 

                                                            
17 Muhlis Al Alawi, Melalui Surat, Wali Kota Madiun Bambang Irianto Mengundurkan 

Diri, 

http://regional.kompas.com/read/2017/07/11/19242271/melalui.surat.wali.kota.madiun.ba

mbang.irianto.mengundurkan.diri (diakses pada Kamis tanggal 10 Agustus 2017, pukul 

04:32 WIB) 
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Kota berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik 

pengusung.18 

Setelah melalui beberapa sidang yang telah dijalankan oleh 

Bambang Irianto dan berbagai hal temuan dari KPK. Pada tanggal 1 

Agustus 2017 di Pengadilan Tipikor Surabaya, Walikota Madiun nonaktif 

tersebut dituntut 9 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK).19 

Selain 9 tahun penjara, diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar. 

Tuntutan itu dibacakan jaksa untuk Bambang dalam kasus korupsi proyek 

Pasar Besar Madiun, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang selama 

periode 2009-2016. Dalam tuntutannya yang dibacakan oleh jaksa 

penuntut umum KPK, Febby Dwiyandospendy: 

"Memohon kepada majelis hakim untuk menghukum terdakwa 

selama 9 tahun penjara, dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan 

kurungan, Juga pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian 

Uang"20 

 

Jaksa menjerat ketua DPC Partai Demokrat Kota Madiun itu 

dengan 3 pasal berlapis, yakni pasal 12 huruf i dan pasal 12 huruf b 

tentang Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kuasa 

                                                            
18 Ibid, 
19 Krizia Alexa, Walikota Madiun Nonaktif Dituntut 9 Tahun Penjara, 

http://m.metrotvnews.com/video/headline-news/GNGLPXvb-wali-kota-madiun-nonaktif-

dituntut-9-tahun-penjara (diakses pada Kamis tanggal 10 Agustus 2017, Pukul 04:28 

WIB) 
20 Achmad Faizal, Jaksa KPK Tuntut Wali Kota Madiun 9 Tahun Penjara, 

http://regional.kompas.com/read/2017/08/01/19322261/jaksa-kpk-tuntut-wali-kota-

madiun-9-tahun-penjara (diakses pada Kamis tanggal 10 Agustus 2017, pukul 05:03 

WIB) 
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hukum terdakwa, Indra Priangkasa, mengaku sudah menyiapkan naskah 

pledoi atau pembelaan atas tuntutan jaksa tersebut. 

"Masih banyak fakta obyektif di persidangan yang belum 

diungkap, nanti kami sampaikan pada pledoi"21 

 

Bambang Irianto terjerat kasus korupsi pembangunan pasar besar 

Madiun tahun 2009-2012. Selain korupsi, Bambang juga diduga menerima 

gratifikasi terkait perkara yang sama senilai Rp 50 miliar. 

Dengan adanya vonis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan 

Tipikor Surabaya tersebut, pihak DPC Partai Demokrat Kota Madiun 

melalui Bapak Istono selaku Ketua terpilih menggatikan Bapak Bambang 

Irianto mengatakan: 

“jadi begini lo mas, itu kan memang sudah didakwakan sejak awal 

tahun ini. Ya bagaimanapun itu, itu sudah menjadi tugas Demokrat harus 

berbenah. Kan sekarang Ketuanya saya, memang kita semua tidak 

sependapat dengan vonis itu mau bagaimana lagi, ya kita tetap harus 

positif memandang ke depan”22 

 

Ketua DPC Bapak Istono menjelaskan bahwa adanya vonis berupa 

hukuman tersebut menjadikan Partai Demokrat terpacu untuk segera 

menyelaraskan visi dan misi untuk positif dalam menghadapi persaingan 

yang menjadi agenda partai ke depan. Dengan berupa mempersiapkan diri 

dalam pemilu, Partai Demokrat semakin yakin karena semua yang 

dilakukan telah menjadi pegangan bagi seluruh jajaran partai dan 

tertantang. Dengan ini, Bapak Istono kembali menekankan: 

“malah justru kita tertantang, adanya hal itu perlu kita jelaskan 

semuanya. Kita berani bagaimana menghadapi ini kedepannya khusus saat 

                                                            
21 Ibid,  
22 Istono, Wawancara, Kantor DPD Partai Demokrat Kota Surabaya, 9 Agustus 2017 
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pemilu nanti. Berarti ini semua sudah clear kan, tinggal kita bagaimana 

nanti untuk melanjutkan yang sudah jadi agenda partai”23 

 

Adanya kasus yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), internal DPC Partai Demokrat merasa lebih tertantang 

untuk membuktikan diri bahwa partai segera berdiri dan mempersiapkan 

diri guna merealisasikan secara langsung untuk Pemilukada Walikota 

Madiun tahun 2018. 

 

                                                            
23 Ibid, 


